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BAB V  

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

1. Dalam suatu konflik bersenjata, setiap pihak/kubu yang aktif dalam suatu 

konflik bersenjata harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan asas-asas 

hukum humaniter. Salah satu yang penting ialah Prinsip Pembedaan 

(distinction), yang memberikan batasan-batasan pihak/objek yang dapat 

menyerang ataupun diserang, dalam hal ini yaitu Kombatan sebagai pihak 

yang terlibat secara aktif dalam suatu konflik bersenjata dan Penduduk 

Sipil (civilians) yang tidak terlibat secara aktif dalam suatu konflik 

bersenjata. Oleh karena itu, perlindungan terhadap penduduk sipil sangat 

penting untuk dipenuhi dan diimplementasikan oleh para pihak yang aktif 

dalam suatu konflik bersenjata. Kekerasan atau serangan dalam bentuk 

apapun terhadap penduduk sipil ialah dilarang secara penuh. Tindakan 

evakuasi/pemindahan penduduk menjadi tanggung jawab dari pihak-pihak 

yang secara aktif dalam suatu konflik bersenjata. Evakuasi tersebut juga 

harus dilakukan apabila pihak-pihak yang berkonflik maupun pihak 

lainnya (contoh ICRC) dapat memenuhi setiap aspek yang dibutuhkan oleh 

penduduk sipil, tidak hanya sekedar makan dan tempat tinggal. 

 

2. Namun evakuasi pada didasari oleh kesukarelaan dari penduduk itu 

sendiri untuk memilih pindah atau menetap pada daerah tersebut. Oleh 

karena itu, pemindahan dengan adanya unsur paksaan (forced 

displacement) mencoba menjadi jalan keluar dari fenomena ini. Dalam 

pengimplementasiannya, pemindahan dengan adanya unsur paksaan ini 

tidak selalu bertujuan untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan 

penduduk itu sendiri, bahkan terkadang pemindahan penduduk dengan 

adanya unsur paksaan ini menjadi suatu strategi militer yang dilakukan 

oleh pihak yang bertikai untuk keuntungannya pribadi. 
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3. Kemudian dalam hal pengambilan keputusan untuk melakukan 

pemindahan paksa penduduk sipil, selain harus memenuhi syarat-syarat 

yang telah tertuang dalam pasal Pasal 8 (2)(e)(viii) Statuta ICC juga 

haruslah ada pertimbangan dari pihak/lembaga lain yang bersifat 

netral/tidak membela pihak manapun yang terlibat dalam konflik 

bersenjata agar pemindahan paksa penduduk sipil ini tidak disalah 

gunakan sebagai dasar untuk kepentingan militer suatu kelompok/negara.   

 

2.4 Saran  

Berdasarkan masalah hukum dan kesimpulan yang telah penulis uraikan 

dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki saran yang terkait dengan masalah 

perlindungan terhadap penduduk sipil dalam hal evakuasi dan pemindahan paksa, 

yaitu yang pertama dibutuhkannya aturan-aturan lebih spesifik mengenai 

kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum melakukan evakuasi agar 

evakuasi dapat diterima oleh penduduk sipil tersebut. Kemudian yang kedua ialah 

dibutuhkannya penunjukan lembaga tertentu yang bersifat netral dan mengetahui 

secara jelas dalam hal pengambilan keputusan/perintah untuk melakukan 

pemindahan paksa penduduk sipil agar tidak disalah gunakan semata-mata demi 

kepentingan dan/atau keuntungan militer suatu pihak/negara. 
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